BAB 2
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Manajemen Pajak

Pembahasan mengenai manajemen pajak memiliki Ipgku
pembahasan yang luas. Sesuai dengan tujuan umuakukiinnya
manajemen perpajakan oleh perusahaan semata-ntata maminimalisasi
besarnya pajak penghasilan badan yang akan dilmyaérusahaan. Oleh
sebab itu, penelitian ini akan menganalisa bagamamumnya tindakan
perusahaan dalam implementasi manajemen perpaggkana umum dengan
tujuan efisiensi beban pajaknya. Menurut John Hagh(2007) menerangkan
“manajemen perpajakan adalah proses perencanagfementasi, serta
pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajaksghingga
pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif elsien” (Pohan,
2013:17). Diungkapkan lebih jauh oleh Sophar Luntvaran (1999) bahwa
manajemen pajak tersebut “bertujuan bukan untuk gelak membayar
pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibaglak lebih dari jumlah
yang seharusnya” (Pohan, 2013).

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh Pohan J2®&)
menjelaskan manajemen pajak sebagai usaha menyejang dilakukan
wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui ggroperencanaan,
pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian keavgjildan hak
perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dgpeymajakan dari orang
pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut diigalola dengan baik,
efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikartrkorsi maksimum bagi
perusahaan dalam artian peningkatan laba atau asifayh

Maksudnya, merupakan bagian integral dari pererarsrategis
perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelata ssaha dimulai.
Manajemen pajak ini menggambarkan segenap upayauk unt
mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemegplanfing, organizng,
actuating dan controlling) agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

berjalan efisien dan efektif.



Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk keefekan
kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimal&dsmn pembayaran
pajak untuk memaksimalkan keuntungan (Pohan, 2pl13{Jalam
melaksanakan kewajiban pajak sehari-hari secarmalpada beberapa unsur
penting, yaitu:

1) Tax Compliance
Berhubungan dengan kegiatan untuk memenuhi aturan
perpajakan, yang meliputi: administrasi, pembukysemotongan /
pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, membeiga untuk
keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya.
2) Tax Planning
Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akgntaan
keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajibapajadan
dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturgrajo&an in legal
way). Dalam arti yang lebih luas, meliputi fungsi migmaen
perpajakan.
3) Tax Litigation
Merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisilmanssngketa
pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajakgkseta pajak terjadi
karena adanya perbedaan penafsiran atas suatuuestgrerpajakan
atau masalah-masalah yang tidak ada aturannyaaspagk antara
wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan ataalpp@n pajak.
4) Tax Research
Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi,u ata
rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakanaté®egyang
dilakukan biasanya:

(1) Menentukan fakta-fakta yang akan dianalisis;

(2) Mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dendakta-fakta

tersebut;

(3) Menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumbé¢a dan

informasi;

(4) Mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh;

(5) Mengembangkan dan merumuskan kesimpulan dan rekiasien

dan
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(6) Mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

Unsur-unsur yang dilakukan dalam implementasi Kkagia
perpajakannya akan disesuaikan dengan pembahasanpe@batasan
masalah dalam manajemen pajak di penelitian inintRdasan manajemen
pajaknya pada kenyataannya tidak luput dari isgdatencanaan pajakax
planning), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Haisetmit
dikarenakan adanya arah yang sama mengapa suatakam dalam
perpajakan harus dilakukan, seperti kesamaan imgiminimalisasi beban
pembayaran pajak penghasilan badan, namun perusatedap dapat
mengoptimalkan laba setelah pajaknya.

Manajemen pajak yang sering sekali dikaitkan dengarencanaan
pajak oleh perusahaan dalam sisi pencapaian tuymaradalah untuk
membayar pajak seminimal mungkin. Tindakan demikietep harus
mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan Indionesia.
Memahami bahasan tentang manajemen pajak secaram uiperiu
mengetahui fungsi-fungsinya, bagaimana strategkaghya, serta pengaruh

pajak itu sendiri terhadap kinerja perusahaan.

2.1.1.1 Fungsi-Fungs M anajemen Per pajakan
Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fuhgsysi
manajemen pajak yang dipaparkan oleh Pohan (2014) 3erdiri atas:
1. Tax Planning
Adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajgian a
pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benaierefigujuan
utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat
ditempuh dalam koridor peraturan perpajakdoopholes), agar
perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah nlinima
Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan
meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomekanterpajak.
kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah diippayakan
untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknyselanjutnya
apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda gyerannya,
dan lain sebagainya.

2. Tax Administration / Tax Compliance
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Fungsi ini mencakup usaha-usaha untuk memenuhijikeana
administrasi perpajakan dengan cara menghitund sgeara benar,
sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dadanbayar dan
melaporkan tepat waktu seswdgadline pembayaran dan pelaporan
pajak yang telah ditetapkan.

Dalam operasi perusahaan untuk memanfaatkan pejzary
atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peratargnsengaja
dibuat oleh pemerintah, untuk diberikan perlakuamgy berbeda
dengan memanfaatkan:

1) Perbedaan tarif pajakak rates);

2) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai gasgenaan
pajak (ax base);

3) Loopholes, shelters, danhavens.

Tax Audit

Pada fungsi ini mencakup strategi dalam menangani
pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaaak pajaupun
strategi dalam mengajukan surat keberatan atat Isanaing. Harus
dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajatah memenuhi
peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajalak
dimaksudkan untuk melanggar dan jika dalam pelaeaamya
menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka pra&tsebut telah
menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Other Tax Matters

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang heka
dengan perpajakan, contohnya mengkomunikasikan ntkete-
ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepaddk-pihak atau
bagian-bagian lain dalam perusahaan. Sistem daseguo tersebut,
seperti penerbitan faktur penjualan standar yaedhubungan dengan
PPN, pemotongawithholding tax (PPh pasal 23/26) yang berkaitan
dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstméwsijasa profesi
serta objekvithholding tax lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf

yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sepaga
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2.1.1.2 Strategi Pajak dengan M anajemen Pajak
Seperti yang telah dijelaskan mengenai maksudnaianiajemen pajak
oleh Pohan (2014:10-13) melakukan penghematan m@mpajak terutang
badan diperbolehkan asalkan tidak melanggar pematperpajakan yang
sudah ditetapkan di Indonesia. Berikut adalah esgrafang ditempuh untuk
mengefisiensikan beban pajak secara legal:
1) Tax Saving

Penghematan pajak ataudax saving adalah upaya
mengefisiensikan beban pajak melalui pemiliharradtéf pengenaan
pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh yang umum terjadi: pemberian natura kepada
karyawan pada dasarnya tidak diperkenankan untilebdnkan
sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakamberian
natura tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkabag=e
penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkaagsaelbiaya.
Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan tuetepitPPh Pasal
21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih ks@vada
kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaapenudsn laba
kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan Itieleifat final).

2) Tax Avoidance

Penghindaran pajak fax avoidance yaitu mengupayakan
beban pajak dengan cara menghindari pengenaan kgagan
mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek. @gamtoh dari
strategi ini: pada jenis perusahaan yang PPh bgdariidak
dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan HRisal 21
karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikamalsgmal
mungkin kesejateraan karyawan dalam bentuk natomengingat
pemberian natura pada perusahaan yang tidak teR&ndinal bukan
merupakan objek PPh Pasal 21. Misalnya pada sasgte®an dalam
kondisi rugi fiskal, atau memiliki kompensasi kearg fiskal dalam
jumlah yang relative besar di tahun-tahun sebelamny

3) Penundaan / Penggeseran Pembayaran Pajak
Penundaan / penggeseran pembayaran kewajiban qhexpesit

dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yaedaku.
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4)

5)

6)

Contoh praktiknya: ketika perusahaan harus membaggumlah
imbalan jasa yang nilainya cukup material atas wsuaanaksi
pembelian jasa professional atau jasa lain (yangjade objek
pemotongan withholding tax) yang transaksi pembayarannya
dilakukan pada akhir bulan, misalnya pada akhiabwgustus 2014,
maka dengan penundaan transfer pembayaran jasai kdja ke
tanggal 1 September 2014 akan mengakibatkan pesrgges/
penundaan pembayaran pajak selama 1 bulan ke Ibetgutnya.
Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Banyak kejadian kena pajak yang sebenarnya magioteasi
untuk dikreditkan, namun wajib pajak seringkali &g mendapat
informasi mengenai pembayaran yang dapat dikraditkaapat
diambil contoh: PPh Pasal 22 atas pembelian solBedamina yang
bersifat final jika pembelinya perusahaan yang é&exlg di bidang
penyaluran migas. Tetapi, jika pembelinya bergedik bidang
pabrikan, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikrediteagah PPh badan.
Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang lehin&an sebagai
biaya. Bila dibandingkan, keuntungan yang diperadhlah sebesar
75% dari nilai yang dikreditkan. Bila dikreditkamaka seluruh
jumlah pajak 100% diklaim oleh wajib pajak. Akantag, bila
dibebankan sebagai biaya, maka dampak pengurangmknpa
hanya sebesar 25%, itu pun dengan asumsi bahwaany@y
merupakardeductible expenses.
Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara menghinadih
Bayar

Dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan
pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke Kantor Petafajak yang
bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalaom tpajak yang
bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayarark.pajau dengan
cara lain, mengajukan permohonan pembebasan PRh Zasnpor
apabila perusahaan melakukan impor. Untuk setiamggeannya
tentunya harus diperhatikan persyaratan-persyaratamng telah
ditentukan.

Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegrajak
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Strategi terakhir ini yaitu menghindari pelanggatarhadap
peraturan perpajakan dapat dilakukan denga n casaguasai
peraturan perpajakan. Ditujukkannya penguasaan typamna
perpajakan agar wajib pajak mengerti cara altéroatuk menyiasati
perencanaan pajaknya, tanpa harus keluar jalur Ketentuan
perpajakan di Indonesia. Seperti, memahami bebag panar-benar
dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pagkingga pajak
terutangnya dapat diperkecil, ataupun memahamiaslpendapatan
dan beban yang memang diakui secara pajak untulgaopémalkan

laba setelah pajaknya nanti.

2.1.1.3 Pengar uh Pajak Terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undzab
pemerintah, di mana sebagiannya dipakai untuk gkage barang dan jasa
publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai fakt@ak internal maupun
eksternal. Beban pajak langsung umumnya ditanggletgorang atau badan
yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedartghzsn pajak tidak
langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusatdikutip Smith dan
Skousen (1987) pajak yang dikenakan terhadap peilghayang diterima
atau diperoleh dapat dianggap sebagai biapat)( atau beban ekpense)
dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatampunadistribusi laba
kepada pemerintah (Suandy, 2011).

Dikatakan oleh Suandy (2011:5) asumsi pajak sebbggia akan
memengaruhi labgofit margin), di sisi lain asumsi pajak sebagai distribusi
laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atangtasi (ate of return
on investment). Status perusahaan yang sudah dinyataj@ampublic atau
belum melakukan IPO Ifitial Public Offerings) akan memengaruhi
kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sgdgiublic umumnya
cenderunghigh profile daripada perusahaan yang belgm public. Agar
harga pasar sahamnya meningkat, perusaf@public akan berusaha tampil
sebaik mungkin dan membagi dividen yang besar. Kiamijuga dengan
pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungHiatapi,
bagaimanapun juga, pajak merupakan unsur penguednagyang tersedia

untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh pahasin.
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Intensitas M odal

Secara kode pajak memperbolehkan wajib pajak mietadkwrite-off
biaya aset berwujud yang dapat disusutkan dalagk@gamwaktu yang lebih
singkat dibandingkan umur ekonomisnya, serta metinpesingkan
keuntungan modal yang diperoleh dari penjualan leesetujud (Costat al.,
2012). Pengertian aset tetap oleh Waluyo (2014:¥88 mengutip PSAK
No0.16 Revisi Tahun 2007, adalah aset berwujud yipeyoleh dalam bentuk
siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahuly ydigunakan dalam
operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dgai&m rangka kegiatan
normal perusahaan dan mempunyai masa manfaatdabikatu tahun.

Dalam perolehan aktiva tetap yang berjumlah besgratd dicoba
berbagai kemungkinan, apakah mungkin untuk membangendiri,
meminjam, membeli atau dengateasing (Pohan, 2013:41) untuk
meminimalkan pembayaran beban pajak. Dijelaskam \laluyo (2014:109)
bahwa agar memenuhi suatu klasifikasi sebagai @daetdikelompokkan
sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur dset@n biaya perolehan.
Kemudian, dipaparkan lebih lanjut oleh Waluyo padsagraf 7 PSAK No.
16 (Revisi 2007) menuturkan biaya perolehan asap tearus diakui sebagai
aset, hanya jika:
1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa dep&erizan dengan

aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
Kemampuan yang semakin menurun sebagai akibat adpeynakaian,
keausan, atau adanya ketidakseimbangan kapasitag tmsedia akan
membuat nilai aset tetap berkurang. Unsur pengakiias penurunan aset
tetap berwujud tersebut dialokasikan ke dalam psurtgun epreciation).

Menurut penjelasan dari Pohan (2013:255-256) nmaigenetode
penyusutan aktiva tetap yang diatur dalam PSAK Nosecara komersial,
maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya bwefilih metode yang
ditetapkan peraturan perundang-udangan perpaj@esuai dalam Pasal 11
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Reiigh, di mana
metode penyusutan yang diperbolehkan, yaitu:
1) Metode garis lurus ataatraight-line method
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Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selai@sa umur
manfaat aset, jika nilai residunya tidak berubadw a
2) Metode saldo menurun atdaclining balance method
Metode ini menghasilkan pembebanan yang menuramseimasa umur
manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutamaaa sisa buku.
Adapun dijelaskan kembali untuk harta berwujud lawagn hanya dapat
disusutkan dengan metode garis lurus, di sisi lna berwujud selain
bangunan dapat disusutkan dengan metode garis &iaws metode saldo
menurun.

Dalam Undang-Undang No0.36 Tahun 2008 Pasal 11 Agat
dipaparkan mengenai metode penyusutan disertai masdaat dan tarif
yang dikenakan untuk kelompok harta berwujud keloknpangunan dan
harta berwujud kelompok bukan bangunan. Lebih dg&aglisajikan pada

tabel, seperti berikut:

Tabel 2.1 Metode Penyusutan Secara Fiskal

Masa Tarif Penyusutan yang Dikenakan

Kelompok
Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun

1) Bukan Bangunan

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
2) Bangunan

Permanen 20 tahun 5%

Tidak Permanen 10 tahun 10%

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentand Pajaghasilan

Ketika memilih salah satu metode penyusutan pur @eandy
(2011:33) dikatakan bahwa Wajib Pajak harus metkarap secara
keseluruhan terhadap semua kelompok harta yanglikdimHal ini
menjelaskan bahwa perlunya konsistensi ketika pgaer misalnya jika
memang metode garis lurus yang diterapkan, makautekelompok harta

lainnya juga menggunakan metode garis lurus. Begarujuga jika
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diasumsikan menggunakan metode saldo menurun, make diterapkan
metode yang sama pada keseluruhan kelompok havtaijoe.

Menurut pemaparan Noet al. (2010) dikarenakan adanya preferensi
pajak di mana perusahaan padat modal telah diukémngari penyisihan
modal yang tinggi dalam aset tetap, sehingga mexbkein pendapatan kena
pajak yang lebih rendah. Berarti perusahaan yamgerkédikan modalnya
lebih banyak diinvestasikan membeli aset tetap remipga akan lebih
diuntungkan, yaitu dengan memanfaatkan depressasitatap yang dimiliki

perusahaan sebagai pengurang penghasilan kenaysjak

2.1.3 Intensitas Persediaan

Dalam pengukuran intensitas persediaan disebutledalumpenelitian
yang telah dilakukan sebelumnya oleh Costaal. (2012) bahwa rasio
didapat melalui jumlah persediaan dibagi dengaal taset, yang mana
merupakan sebuah investasi alternatif dalam inshgiersediaan. Mengenai
pembahasan persediaan, Pohan (2013:259) menjelas&tode penilaian
persediaan diatur dalam PSAK No.14, dalam edisisir2008 disebutkan
biaya persediaan harus dihitung menggunakan runays lmasuk pertama
keluar pertamaHIFO method) atau rata-rata tertimbangvdighted average
method). Pada umumnya persediaan mencakup barang jadj velah
diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termabakan serta
perlengkapan yang akan digunakan dalam proses fmioddikatakan oleh
Waluyo (2014:93) bahwa persediaan berdasarkan A$&\K4 (Revisi 2008)
digunakan untuk menyatakan aset yang:

1) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;

2) Dalam proses produksi dan/atau dalam perjalanan; at

3) Dalam bentuk bahan atau perlengkamapglies) untuk digunakan dalam
proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang diubedikhir kali
dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentands Pajaghasilan, Pasal
10 ayat (6), menyatakan metode penilaian persedi@ay dibolehkan
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian persediaan barang hanya boleh mengguihakga perolehan.
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2. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungagahpokok hanya
boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengem rmendahulukan
persediaan yang didapat pertama (FIFO).

Mengenai dari sisi praktik akuntansi komersial d&untansi pajak,
tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencataaisehingga metode
pencatatan yang dapat digunakan adalah sistemtpakpleaik cara rata-rata
atau FIFO (Waluyo, 2014:102). Biaya persediaan jdgaaparkan oleh
Waluyo (2014:93) yang mana biaya-biaya menurut PSIdKL4, meliputi:

1) Biaya pembelian
Biaya ini meliputi harga beli, bea impor, biaya gangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langapa diatribusikan
pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa.

2) Biaya konversi
Pada biaya konversi persediaan terdiri dari biag@agysecara langsung
terkait dengan unit yang diproduksi, contohnya &iagnaga kerja
langsung.

3) Biaya-biaya lain
Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biayaep@an sepanjang
timbul, agar persediaan berada dalam kondisi deaslsaat ini.

Berdasarkan penjelasan Herjanto (2007) yang digapadi dalam
penelitian Dharmasi & Zulaikha (2013) mengenai tinlga biaya-biaya
tambahan dari adanya kepemilikan persediaan, sdpaya penyimpanan
dan biaya karena kerusakan barang. Macam-macam pengediaan yang
telah disebutkan dalam PSAK No. 14 sebelumnya,raegajiak juga dapat
dibebankan sepanjang mengikuti aturan perpajak@donisia. Dalam bidang
perpajakan, biaya-biaya tambahan persediaan yamkuidiersebut dapat
menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusah&an tetapi, semua
itu tergantung pada jenis perusahaan.

Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yangjad sampel
penelitian dapat memiliki kondisi yang berbeda-besdat penyimpanan
persediaannya, misalnya terdapat perusahaan yangrapkanfast-moving
ataupun slow-moving pada arus keluar-masuk persediaan di gudang.
Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap biagwabipersediaan yang

akan timbul.
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214 Leverage

Berdasarkan pemaparan Waluyo (2014:186) bahwa asentit
menyajikan liabilitas jangka pendek dan jangka gagjsebagai klasifikasi
yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, kepaayajian berdasarkan
likuiditas memberikan informasi yang lebih relevdan dapat diandalkan.
Dalam laporan posisi keuangan (neraca) yang tetmasilam liabilitas
disebutkan oleh Pohan (2014), meliputi:

1) Utang dagang dan terutang lain;

2) Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yan@jksan dalam butir 1);

3) Liabilitas dan aset untuk pajak kini (perhatikarfie pajak kini dalam
PSAK 46);

4) Liabilitas dan aset pajak tangguhan (perhatikano88);

5) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasangydiklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58.

Utang perusahaan merupakan kewajiban kepada p#iak yng
timbul dari kegiatan utama perusahaan, diklasifikas sebagai liabilitas
jangka pendek apabila terhadap liabilitas tersdbubhasinya sewaktu-waktu
sesuai permintaan kreditur (Waluyo, 2014). BerdasarPSAK No. 01
(Revisi 2013) mengenai suatu liabilitas diklasifikan sebagai liabilitas
jangka pendek, jika:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitasebut dalam
siklus operasi normal,

2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuaiperdagangkan;

3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikitam jangka waktu
dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau

4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk medairpenyelesaian
liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belasnbsgktelah periode
pelaporan.

Entitas mengklasifikasi liabilitias yang tidak teasuk kategori tersebut

sebagai liabilitas jangka panjang.

Menurut Pohan (2014) bunga pinjaman dapat dibelmardebagai
biaya, sepanjang pinjaman tersebut digunakan olefibwpajak untuk
kegiatan operasional perusahaan. Bagi perusahamnmanggunakan sewa

dengan hak opsi secara perhitungan akuntansinya ad@a membayar
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cicilan-cicilan atas sewa, maka dicatat sebagairtgubleh perusahaan yang
menyewa. Jika perusahaan dikenakan bunga atagghegaa tersebut, maka
akan dibebankan di setiap pembayaran cicilannyayaBbunga atas cicilan
dapat diakui sebagai beban secara pajak, sehingya bersebut akan
mengurangi penghasilan kena pajak dan mampu mekamuarif pajak yang
perlu dibayarkan. Berdasarkan pemaparan Gisia(2014) mengenai bunga
yang muncul akibat transaksi dividen. Secara fist@iden akan dikenakan
pajak penghasilan Pasal 23, namun bunga atas dividesebut dapat

dijadikan beban dan mengurangi penghasilan kerakimgzg.

Profitabilitas

Rasio rentabilitias atau dikenal dengan rasio tabilitas merupakan
pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengaggmnakan aset
atau modal perusahaan (Sjahrial & Purba, 2013)anfd interpretasi bahwa
semakin tinggi perusahaan memiliki rasio ini, m&d@a yang diperoleh juga
semakin besar dan membuat perusahaan semakin dazkdannya. Tujuan
dari rasio ini oleh Sugiono (2009:79-81) dijelaskariuk mengukur kinerja
perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dadagelplaan kewajiban
dan modal. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi

1) Gross Profit Margin. Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan
kotor (@ross profit) yang diperoleh dari penjualan prodskl €s).

2) Net Profit Margin atauReturn on Sales (ROS). Rasio ini menunjukkan
berapa besar besar keuntungan bersit ¢rofit) yang diperoleh
perusahaan dengan hasil selisih antara penjualan hdaga pokok
penjualannyar(et sales).

3) Cash Flow Margin. Ukuran ini merupakan persentase aliran kas @il h
operasi terhadap penjualannya, yang mana mengukusghaan untuk
mengubah penjualan menjadi aliran kas.

4) Return on Assets (ROA) atau Return on Investment (ROI). Rasio ini
mengukur tingkap pengembalian dari bisnis, dalamnldiza bersihnya
(net profit) atas seluruh aset yang atlatg] asset).

5) Return on Equity (ROE). Rasio yang mengukur tingkat pengembaliain da
bisnis, dalam hal ini laba bersihe{ profit) atas seluruh modal yang ada

(total equity).
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Laporan keuangan komersial menghitung laba konieratau
penghasilan secara akuntaretcpunting income), di mana menjadi ukuran
yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingstakeholders, para
investor, para kreditur termasuk perbankan, Rapatitrd Pemegang Saham,
serta kepentingan bisnis lainnya. Dalam membedkii@nfiskal dengan laba
komersial dijelaskan oleh Pohan (2014:240), bahwabgulaan laporan
keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersialala penyusunan
laporan keuangan fiskal didasarkan pada peneragiamsme atau prinsip
taxable dandeductible, atau dikenal dengaaxability-deductibly mechanism
(mekanisme pengenaan pajak—pengurang pajak). Kartbahwa pada
taxable (yang dapat dipajaki) dardeductible (yang dapat dikurangi)
mengubah penghasilan yang merupakan objek pajaiable) menjadi
penghasilan yang tidak merupakan objek pajadon-€axable), serta
mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkaon{deductible) menjadi
biaya yang boleh dikurangkadefluctible), atau sebaliknya, didasarkan pada

ketentuan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis
Penelitian Terdahulu

Perlunya riset data pada objek penelitian mendonpagulis untuk
merujuk pada penelitian sebelumnya dengan tenjail y@ng hampir serupa
dengan penelitian ini. Dijadikannya penelitian tdrdlu sebagai referensi
dimaksudkan agar hasil penelitian yang sedang wukkk menjadi lebih
terarah di jalurnya dan mencapai hasil yang lebdtidy bahkan tidak
menutup kemungkinan dapat memperbaiki pengujiaeljiem sebelumnya.

Selama proses penelitian berjalan, penulis mengreldgn memahami
dari penelitian-penelitian terdahulu yang telahaklikan pengujian untuk
mendapatkan kesimpulan, bahwa adanya pengaruhatodikdikator dalam
instrumen laporan keuangan yang mempengaruhi pajdk efektif, yang
mana sebagai tolak ukur melihat tindakan manajepegak perusahaan.
Rujukan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkdan kemudian

dirangkum, tertera pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Pendliti (Tahun) Judul Penélitian Hasil Penelitian
Variabel Dependen: tarif
pajak efektif. Hasil rata-rata rfean) dari
Variabel Independen:tarif pajak efektif ketika itu
Noor, Rohaya; ukuran perusahaanperada di bawaBtatutory tax
Fadzillah, Nur ROA, hutang rate selama rezim pajak, yang
Syazwani  M.; perusahaan, Intensitas membuktikan perusahaan
! Mastuki, Nor modal, dan Intensitasyang terdaftar di bursa
Azam sediaan. Malaysia  terlibat  dalam
(2010) Variabel Dami: Sektor perencanaan pajak dalam
perusahaan, Tahuraturanofficial-assessment dan
(1993-2006), dan Aturanself-assesment.
Pajak.
Variabel Dependen: tarifPerbedaan tarif pajak efektif
pajak efektif. disebabkan adanya variasi
Variabel  Independen:proporsi besaran asset tetap
ukuran perusahaangdan sediaan terhadap total
leverage; capital asset c¢apital intensity dan
) intensity; dan inventory inventory intensity), beserta
Soepriyanto, . . _
2 Gatot intensity. tingkat perputaran asetfurn
Variabel Kontrol: ROA on assets).
(2011) _ -
sebagai proksi Tidak menemukan hubungan
profitabilitas. signifikan antara Tarif pajak
efektif dengan besar kecilnya
perusahaansize) dan tingkat
hutang jangka panjang
terhadap total aselegerage).
Costa, Ana Variabel Dependen: tarifMenemukan  faktor size;
Gabriela; pajak efektif. leverage; komposisi aset
3  Martins, Variabel  Independen:(inventory intensity dan asset
Francisco size; leverage; capital intensity), serta profitabilitas
Vitorino; intensity; inventory berpengaruh secara statistik
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Brandao, Elisio.
(2012)

intensity; dan dalam mengukur tarif pajak
profitability. efektif di Portugal.
Variabel Kontrol:

tempat (Sebagai variabel
dami) dan sektor
aktifitas (CAE)

4

Darmadi, Igbal
Nul Hakim; &
Zulaikha (2013)

Menemukan semakin besar

. ~ukuran perusahaan dan
Variabel Dependen: tarif _
_ _ tingkat hutang maka semakin
pajak efektif. - )
_ rendah tarif pajak efektifnya.
Variabel  Independen: o _
Profitabilitas, Intensitas aset
ukuran perusahaan; _
o tetap, serta Intensitas
profitabilitas (proxy . _
_ persediaan yang semakin
ROA); tingkat hutang )
_ besar mempengaruhi
(proxy rasio hutang); o .
_ _ ~ tingginya tarif pajak efektif.
intensitas  persediaan; _ _ _
_ _ Insentif pajak diukur dengan
intensitas aset tetap. _
_ o _variabel dummy yang mana
Variabel Dami: insentif _ _ _ _
jilka mendapat insentif pajak,

Kraft, Anastasia.
(2014)

pajak. : :
menyebabkan kenaikan tarif
pajak efektif.
Menunjukkan perusahaan

yang lebih besar memiliki
Tarif pajak efektif yang lebih

tinggi.
Variabel Dependen: tarif .gg
_ _ Tingkat hutang perusahaan
pajak efektif. .
_ dan beban sewa operasi
Variabel  Independen: _
_ _ berhubungan dengan Tarif
Size; leverage; operating _ _ _
pajak efektif yang lebih
lease expense; free cash

flow; ROA.

rendah.

Arus kas bebas memiliki
hubungan positif dengan Tarif
pajak efektif.

Hasil menunjukkan semakin
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laba perusahaan terlihat maka
menghasilkan hubungan
negatif antara ROA dengan

Tarif pajak efektif.

2.2.2 Kerangka Pemikiran Hipotesis

Tindakan manajemen pajak sebagai wujud upaya peaasadalam
memaksimalkan beban-beban pajak, menjadikan keavajgmjak terutang
yang harus dibayar ke Pemerintah berada pada tingkaimal. Selain
penghematan pajak, manajemen pajak juga ditujukkantuk
mengoptimalkan laba setelah pajak.

Untuk memahami keadaan dilakukannya manajemen pipakuhkan
suatu ukuran sebagai acuan dasar perhitunganrgh, ukur itu ialah Tarif
Pajak Efektif (ETR). Digunakannya tarif pajak ef€ldelama penelitian
berarti meninjau sebesar apa tingkat pajak riilgyanemang digunakan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban administragafkannya, dalam
hal ini pajak penghasilan badan terutangnya.

Ketika meneliti keadaan dilakukannya manajemen kpapgenelitian
akan lebih mengfokuskan pemikiran kepada tariflpafektif. Terdapat hal-
hal yang mampu mempengaruhi tarif pajak efektifgydimiliki perusahaan,
antara lainasset mix yang terdiri dari intensitas modadapital intensity) dan
intensitas persediaannyentory intensity), tingkat hutang léverage), serta
profitabilitasnya dengan menggunakan proksiurn on assets (ROA).
Adapun variabel-variabel tersebut mengandung veriadependen dan

variabel independen, kemudian disusun pada gansviub

1
1
N Manajemen
Intensitas Persediaan / INVINT £X \:K Pajak
1
' (Tarif Pajak

Leverage / LEV (Xa) B Efeki) (v)

| H4
Profitabilitas (ROA) (%) HEE

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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2.2.3 Perumusan Hipotesis
2.2.3.1 Pengar uh Faktor Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas modal atawapital intensity (CAPINT). Berdasarkan
penelitian terdahulu oleh Soepriyanto (2011) bahmtansitas modal ini
menjadi penyebab adanya perbedaan tarif pajakiepektisahaan. Didukung
dengan penemuan mengenai perusahaan yang memnt#iksitas modal yang
besar (yaitu perusahaan yang memiliki proporsi &steip bersih terhadap
total aset lebih tinggi), cenderung memilki Tardéjgk efektif yang lebih
kecil.

Penelitian lain oleh Costa, Ana Gabriellet.al (2014) juga
menemukan adanya hubungan terbahipital intensity dengan tarif pajak
efektif. Penjelasan akan hal ini dikarenakan adgpgmanfaatan terhadap
aturan depresiasi aset tetap secara fiskal, yamgigiekan pengurangan
tingkat pajak pada perusahaan. Dengan rendahnyh pajak efektif
memungkinkan tindakan penghematan pajak, maka ddipatinculkaan
suatu dugaan bahwa:

Hi: Faktor intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap tarif
pajak efektif.

2.2.3.2 Pengaruh Faktor Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas persediaan ataoventory intensity (INVINT). Merujuk
pada kesimpulan Costa, Ana Gabriela et.al (201dhwiasannya intensitas
persediaan membuktikan sinyal positif dalam modellisa terhadap tarif
pajak efektif. Jika intensitas persediaan menimdmulgeningkatan pada tarif
pajak efektif, berarti usaha perusahaan untuk mé&kak peminimalan pajak
terutang sulit untuk diwujudkan.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya penebgdelumya oleh
Noor, Rohaya etal (2010) yang telah melakukan penelitian dan
mengemukakan intensitas persediaan berbandingfpesitadap tarif pajak
efektif, disebutkan adanya kemungkinan persediahak takan menjadiax
shield bagi perusahaan. Digambarkan dengan tingginyasises persediaan
yang dimiliki akan menjadikan tarif pajak efekténpsahaan juga tinggi.

Secara garis besar, biaya-biaya tambahan yang uhudari

persediaan tidak dapat diupayakan dalam minimalisagk penghasilan
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perusahaan, hal tersebut hanya akan terjadi padasisiertentu saja. Dan

dapat dimunculkan dugaan dalam penelitian iniuyait

H2: Faktor intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap
tarif pajak efektif.

2.2.3.3 Pengar uh Faktor Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif
Faktorleverage (LEV) menggunakan rasio total hutang dengan total
harta. Pada penelitian yang dilakukan oleh WangngYet.al (2014)
membuktikan bahwa tingkat hutang memiliki hubun¢gnbalik dengan tarif
pajak efektif. Berdasarkan penelitian Costa, Anabrigta et.al (2014),
meskipun dividen tidak dapat mengurangi pajak sargtbadan, akan tetapi
beban bunga pinjaman dari pendanaan jangka panjangpakan pengurang
pajak. Sehingga membuat penulis mengemukakan sguote
Hs: Faktor leverage memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak
efektif.

2.2.3.4 Pengar uh Faktor Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Dalam penelitian sebelumnya oleh Coatal. (2012) bahwa dengan
meningkatnya tingkat ROA perusahaan akan menglaasikenaikan pada
tingkat pajak efektif. Penelitian lainnya yang #ilaan oleh Darmadi dan
Zulaikha (2013) menemukan dengan semakin besakatingrofitabilitas,
maka meningkatnya tarif pajak efektif yang menaadagkemakin buruknya
manajemen pajak. Oleh karena hal tersebut, munipatdsa yang dapat
dikemukakan:
Ha: Faktor profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak

efektif.
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